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ABSTRAK 

 

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan 

di Pengadilan Secara Elektronik 

(Studi di Pengadilan Negeri Binjai) 

 
 

Nama : Dewi Anggiati Siregar 

NPM 171801063 

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik 

Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA 

Pembimbing II : Dr. Jafar Syahbuddin Ritonga, M.BA 

 
 

Digitalisasi peradilan melalui e-Court bertujuan memenuhi asas layanan 

peradilan yaitu tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Pengadilan Negeri Binjai telah mendukung proses pendaftaran perkara melalui e- 

Court. Namun layanan tersebut belum berjalan optimal. Tepat dua tahun semenjak 

e-Court diluncurkan, perkara perdata yang didaftarkan melaui e-Court hanya 

berjumlah 19 perkara, urutan ketiga terendah dibanding pengadilan negeri 

sekelasnya. Sementara pendaftaran perkara perdata melalui PTSP berjumlah 55 

perkara. Perumusan masalah dalam penelitian ini: 1)Bagaimana implementasi 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Binjai? 

2) Apa saja kendala-kendala dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Binjai? Tujuan dari penelitian ini 

adalah 1)Mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Binjai. 2)Menguraikan dan 

menganalisis kendala-kendala dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Binjai. Bentuk penelitian ini adalah 

kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur dan telaah 

dokumen. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik 

kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik (Studi di 

Pengadilan Negeri Binjai) berdasarkan teori Edward III sudah berjalan baik 

namun belum maksimal dilaksanakan. 

 

 

Kata Kunci: Implementasi, Mahkamah Agung, e-Court 
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ABSTRACT 

 

Implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 

concerning Electronic Case Administration and Trial in Courts 

(Study Case : Binjai District Court) 
 
 

Name : Dewi Anggiati Siregar 
Student Id. Number : 171801063 
Study Program : Master of Science Public Administration 
Advisor I : Dr. Heri Kusmanto, MA 
Advisor II : Dr. Jafar Syahbuddin Ritonga, M.BA 

 

 

The digitization of justice through e-Court aims to fulfill the principle of 

judicial services, namely the achievement of justice that is simple, fast and low 

cost. The Binjai District Court has supported the case registration process via e- 

Court. However, the service has not run optimally. Exactly two years since the e- 

Court was launched, civil cases registered through the e-Court only amounted to 

19 cases, the third-lowest ranking compared to district courts in its class. While 

the registration of civil cases through PTSP amounted to 55 cases. The problem 

formulations of this study are: 1)How is the implementation of the Supreme Court 

Regulation Number 1 of 2019 at the Binjai District Court? 2)What are the 

obstacles in implementing Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 at the 

Binjai District Court? The aims of this study are 1) To know and analyze the 

implementation of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 at the Binjai 

District Court. 2) To describe and to analyze the obstacles in the implementation 

of the Regulation of the Supreme Court Number 1 of 2019 at the Binjai District 

Court. The form of this research is descriptive qualitative. The data used in this 

study are primary data and secondary data. Primary data include interviews, 

observations, and documentations while secondary data are data obtained from 

literature and document review. Based on the results of the research and 

discussion, conclusions were drawn regarding the implementation of Supreme 

Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration 

and Trial based on Edward III's theory that has been going well but has not been 

maximally implemented. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Mahkamah Agung merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman 

yang kewenangannya telah diatur dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 

1945. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A menerangkan tentang kewenangan 

Mahkamah Agung yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan 

wewenang lain yang diatur oleh undang-undang. Mahkamah Agung membawahi 

badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan 

militer, dan peradilan tata usaha negara. 

Di era 4.0 Mahkamah Agung dituntut untuk terus berinovasi menjadi 

lembaga peradilan modern berbasis teknologi informasi. Hampir semua lini kerja 

di Mahkamah Agung baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis telah 

ditransformasikan secara digital. Misalnya saja untuk non teknis yudisial 

(Kesekretariatan) Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi 

Kepegawaian (SIKEP) dan Komunikasi Data Nasional (Komdanas). Sementara di 

bidang teknis yudisial ada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court, 

dan e-Terang. Dengan adanya produk digital tersebut, maka asas peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud. 

Aplikasi e-Court (Electronic Justice System) merupakan produk andalan 

dari Mahkamah Agung yang terus mengalami perkembangan. Aplikasi pertama 

kali termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang 
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Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan teknis dari 

Peraturan Mahkamah Agung tersebut yaitu SK KMA No. 122/KMK/SK/VII/2018 

tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Perkara Pengadilan dan 

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi 

Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Aplikasi ini diluncurkan di Balik Papan 

pada 13 Juli 2018. E-Court mempunyai tiga fungsi online, yaitu e-filling (untuk 

pendaftaran perkara), e-payment (untuk pembayaran), dan e-summons 

(pemanggilan pihak yang berperkara). Pada Peraturan Mahkamah Nomor 3 tahun 

2018 ini e-Court digunakan untuk administrasi perkara secara elektronik dimana 

advokat secara mandiri dapat mendaftarkan perkara di pengadilan tingkat pertama 

seluruh Indonesia. 

Kemudian pada 6 Agustus 2019 ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik yang merupakan penyempurnaan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. PerMA Nomor 1 Tahun 2019 ini 

memberikan ruang yang lebih luas kepada subyek hukum yang tidak hanya 

pengguna terdaftar (advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem 

informasi pengadilan) tetapi juga pengguna lain yang diatur dalam PerMA 

tersebut. Selain itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 juga 

mengatur tentang persidangan secara elektronik atau lebih dikenal dengan e- 

litigation. Fitur e-litigation diperkenalkan pertama kali kepada masyarakat pada 
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tanggal 19 Agustus 2019, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung 

ke-74 yang bertema “Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk 

Melayani”. 

Digitalisasi peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung melalui e-Court 

bertujuan untuk memenuhi asas layanan peradilan yaitu tercapainya peradilan 

yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut Amran Suadi (2019:27-30) Asas 

sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien 

yang maksudnya penyelesaian perkara tersebut dengan cepat, selamat dan tepat 

waktu, sedangkan efektif dengan sarana dan dana dan sumber daya yang tersedia 

tetapi penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan baik. Asas cepat merupakan 

proses pemeriksaan perkara sejak dari persidangan, pembuatan berita acara 

persidangan, pembuatan putusan dan penyerahannya kepada para pihak sesuai 

dengan hukum acara yang berlaku dan meminimalisir upaya para pihak sengaja 

menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas. Asas biaya ringan 

adalah yang telah ditentukan oleh aturan seperti biaya kepaniteraan, biaya 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan lain-lain. 

E-Court dapat menjembatani keadaan geografis Indonesia yang sangat 

luas dan terdiri dari ribuan pulau, menekan biaya perkara seperti biaya 

pemanggilan dan kehadiran di persidangan, pembuktian dan putusan dilakukan 

secara online. Selain itu Amran Suadi (2019:51) menyebutkan bahwa: 

“Sistem peradilan elektronik juga dapat meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap lembaga peradilan, karena membatasi interaksi langsung antara 

pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur pengadilan 

lainnya sehingga dapat meminimalisir terjadinya kemungkinan 

penyimpangan etik ataupun pelanggaran hukum.” 
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Pengadilan negeri merupakan bagian tak terpisahkan dari Mahkamah 

Agung. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum pasal 3 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di 

lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh salah satunya pengadilan negeri. 

Pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada 

umumnya. Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dengan 

wilayah hukum kabupaten/kota. 

Pengadilan Negeri Binjai adalah salah satu pengadilan negeri tertua di 

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Pengadilan Negeri Binjai sudah ada 

sejak zaman kolonial Belanda yang meliputi wilayah hukum terdiri dari Kota 

Binjai dan Kota Langkat. Seiring dengan pemekaran dengan berdirinya 

Pengadilan Negeri Stabat tahun 1987 maka wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Binjai menjadi berkurang. Wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Binjai 

terdiri dari 5 (lima) wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan 37 (tiga 

puluh tujuh) wilayah administrasi kelurahan yang masuk dalam Pemerintahan 

Kota Binjai, yaitu Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan 

Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Timur. 

Pengadilan Negeri Binjai telah mendukung proses pendaftaran perkara 

melalui e-Court. Namun layanan tersebut belum berjalan optimal. Tepat dua tahun 

semenjak e-Court diluncurkan, perkara perdata yang didaftarkan melaui e-Court 

di Pengadilan Negeri Binjai hanya berjumlah 19 perkara, dengan rincian 14 
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perkara gugatan dan 5 perkara permohonan. Berikut ditampilkan peta e-Court 

Pengadilan Negeri Binjai. 

Gambar 1.1. Peta e-Court Pengadilan Negeri Binjai 

(Diakses dari https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum pada 23 Juli 2020 ) 

 

Penggunaan layanan e-Court Pengadilan Negeri Binjai sangat jauh 

peminat jika dibandingkan dengan 3 (tiga) pengadilan negeri yang berhasil 

mendapatkan nomor perkara terbanyak di atas, yaitu Pengadilan Negeri Surabaya, 

Pengadilan Negeri Tangerang, dan Pengadilan Negeri Denpasar. Akan tetapi jika 

kita membandingkan dengan pengadilan negeri yang sekelas Pengadilan Negeri 

Binjai di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, maka didapat data sebagai 

berikut. 
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Tabel 1.1. Pengguna Layanan  e-Court di pengadilan negeri kelas  IB wilayah 

hukum Pengadilan Tinggi Medan 

 

NO NAMA PENGADILAN 
BERHASIL NOMOR 

PERKARA 

1 Pengadilan Negeri Pematang Siantar 71 

2 Pengadilan Negeri Rantau Prapat 250 

3 Pengadilan Negeri Stabat 30 

4 Pengadilan Negeri Simalungun 57 

5 Pengadilan Negeri Kabanjahe 18 

6 Pengadilan Negeri Padang Sidempuan 87 

7 Pengadilan Negeri Gunung Sitoli 3 

8 Pengadilan Negeri Kisaran 116 

9 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 49 

10 Pengadilan Negeri Binjai 19 

( Diakses dari https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum pada 23 Juli 2020 ) 

 

Dengan jumlah penggunaan layanan e-Court yaitu 19, Pengadilan Negeri 

Binjai menjadi 3 (tiga) pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi 

Medan yang mempunyai jumlah pengguna layanan e-Court yang minim. Peneliti 

berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab hal tersebut, 

misalnya karena wilayah hukum pengadilan negeri lainnya lebih luas dan perkara 

perdata yang masuk juga lebih banyak, juga tingkat pengetahuan pengguna 

layanan e-Court dan juga keaktifan dari pengadilan tersebut dalam 

mensosialisasikan e-Court masih rendah. 

Kemudian Peneliti mencoba membandingkan antara jumlah perkara 

perdata yang didaftarkan melalui e-Court dengan perkara yang didaftarkan secara 

manual melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Binjai. 
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Tabel 1.2. Statistik Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Binjai Januari 2020 s/d 

Juli 2020 

 
 

BULAN 
PTSP e-COURT 

Gugatan Permohonan Gugatan Permohonan 

Januari 2020 1 7 - - 

Februari 2020 4 14 3 2 

Maret 2020 2 6 - 1 

April 2020 1 4 1 2 

Mei 2020 - 2 1 - 

Juni 2020 3 3 2 1 

Juli 2020 2 7 6 - 

JUMLAH 13 42 13 6 

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Binjai, diakses Juli 2020 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa pendaftaran permohonan melalui PTSP 

jauh lebih besar daripada dengan e-Court, padahal tujuan e-Court memberikan 

layanan administrasi perkara lebih mudah, cepat, dan biaya murah. Kemungkinan 

penyebab hal tersebut terjadi dikarenakan advokat masih belum bisa mengubah 

kebiasaannya untuk mendaftar melalui PTSP. Pendaftaran melalui e-Court 

menambah pekerjaan advokat karena juga harus menyiapkan e-doc. Tidak semua 

advokat dapat mengoperasikan teknologi, terutama advokat yang sudah berumur. 

Sementara ketika mendaftarkan perkara melalui PTSP dikerjakan langsung oleh 

Petugas PTSP bagian Kepaniteraan Perdata. Kemudahan dan kenyamanan 

mendaftar perkara secara konvensional tersebut disinyalir menyebabkan tujuan e- 

Court menciptakan layanan administrasi perkara mudah dan cepat di Pengadilan 

Negeri Binjai diduga tidak tercapai. 
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Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah dijelaskan 

tersebut, maka Peneliti tertarik dan melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi di 

Pengadilan Negeri Binjai). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

perumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara 

Elektronik pada Pengadilan Negeri Binjai? 

2. Apa saja kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam implementasi 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada Pengadilan 

Negeri Binjai? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab perumusan masalah yang 

dikemukakan yaitu 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada Pengadilan Negeri 

Binjai; 
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2. Untuk menguraikan dan menganalisis kendala-kendala yang menjadi 

hambatan dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Binjai. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

 

1. Manfaat Praktis 

 

Sebagai bahan masukan, informasi dan dapat memberikan sumbangan 

bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Binjai khususnya dalam 

hal pengimplementasian e-Court di Pengadilan Negeri Binjai. Manfaat 

penelitian ini bagi masyarakat adalah sebagai bahan edukasi tentang 

kemudahan penggunaan e-Court. 

2. Manfaat Akademis 

 

Sebagai bahan masukan dan pelengkap referensi maupun bahan 

perbandingan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian di bidang 

yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori – Teori yang Mendukung 

 

2.1.1. Kebijakan Publik 

 

2.1.1.1. Pengertian Kebijakan Publik 

 

Thomas Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun pilihan 

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Edward dan 

Sharkansky menyempurnakan rumusan Thomas Dye bahwa kebijakan publik 

adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah 

yang menyangkut tujuan ataupun sasaran dari program-program pelaksanaan niat 

dan peraturan. (Wahab, 2008 : 51) 

Dari Setyawan (2017:18-19) dikutip beberapa pendapat para ahli tentang 

kebijakan publik. Wahyudi dkk mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan 

produk hukum yang berupa aturan-aturan yang mengenai pernyataan, himbauan, 

atau ajakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warganya. Syafii 

menuturkan kebijakan publik merupakan jawaban terhadap suatu persoalan yang 

ada dengan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah keburukan yang 

sudah, sedang dan akan terjadi. Lebih lanjut menurut Anderson, kebijakan publik 

memiliki beberapa implikasi. Pertama, dalam membicarakan kebijakan publik 

titik perhatian harus berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan pada perilaku 

secara serampangan. Kedua, kebijakan publik merupakan pola tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah, bukan merupakan keputusan-keputusan yang 

tersendiri. Ketiga, kebijakan publik sebenarnya merupakan apa yang dilakukan 
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SISTEM POLITIK 

 

 

 

 

pemerintah bukan apa yang diinginkan. Keempat, dalam bentuknya kebijakan 

publik dapat bersifat positif atau negatif. 

Wahab (Setyawan, 2017:6-9) memberikan alasan kenapa kebijakan publik 

perlu dipelajari secara sungguh-sungguh. Pertama, alasan ilmiah (scientific 

reasons) yaitu untuk memperoleh pengetahuan tentang hakikat asal usul, proses 

perkembangan, serta dampak-dampak yang ditimbulkan kebijakan publik di 

masyarakat sehingga pada akhirnya akan mengantarkan pemahaman tentang 

sistem politik dan masyarakat, apakah kebijakan publik sebagai variabel yang 

memengaruhi (independent variable) atau sebagai variabel yang dipengaruhi 

(dependen variable). 

 

 

 
 

Bagan 2.1. Kebijakan Publik dilihat sebagai Varian Dependen dan Independen 

 

Kedua, alasan profesional (professional reasons) lebih kepada penekanan 

bagaimana orang-orang terlibat langsung maupun tidak dalam pembuatan 

kebijakan, memahami berbagai proses kebijakan secara mendalam serta dapat 

menerapkannya dalam proses kebijakan publik. Ketiga, alasan politik (political 

reasons merupakan penekanan bagaimana pemerintah dapat menempuh kebijakan 

yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang tepat pula. 

Dari pendapat para ahli di atas disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah 

apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan 

KEBIJAKAN PUBLIK LINGKUNGAN 
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sesuatu yang menyangkut tujuan ataupun sasaran dari program-program 

pelaksanaan peraturan dalam mengatasi masalah yang ada di masyarakat. 

2.1.1.2.Tahapan Kebijakan Publik 

 

Menurut William Dunn (Winarno, 2002:28-30), tahap-tahap kebijakan 

publik adalah: 

1. Tahap Penyusunan Agenda (Agenda Setting) 

 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 

untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa 

masalah masuk ke agenda kebijakan pada perumusan kebijakan. Pada 

tahap ini suatu masalah mungkin tidak tersentuh sama sekali dan beberapa 

yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang 

lama. 

2. Tahap Formulasi (Policy Formulation) 

 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

para pembuat kebijakan. Masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari 

pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu 

masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan 

kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk memecahkan masalah. 

3. Tahap Adopsi Kebijakan (Policy Adoption) 

 

Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, 

pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan 
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dukungan dan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau 

keputusan peradilan. 

4. Tahap Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) 

 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika 

program tersebut tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, program kebijakan 

yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus 

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi 

maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah 

diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan 

sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai 

kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan 

mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin 

akan ditentang oleh para pelaksana. 

5. Tahap Evaluasi (Policy Evaluation) 

 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi 

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang diambil telah mampu 

memecahkan masalah. Kebijakan publik yang pada dasarnya dibuat untuk 

meraih dampak yang diinginkan, dalam hal ini memperbaiki masalah yang 

dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau 

kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik 

telah meraih dampak yang diinginkan. 

Namun secara ringkas, terdapat tiga tahapan utama kebijakan publik terdiri 

dari tahap formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. 
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Kebijakan Publik 

Proyek 

Pemanfaat 

(beneficiaries) 

Kegiatan 

 

 

 

 

2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik 

 

2.1.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

 

Menurut Mazmanian dan Sabatier mempelajari implementasi kebijakan 

berarti berusaha untuk memahami peristiwa atau kegiatan apa yang terjadi 

sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, baik menyangkut usaha 

untuk mengadministrasikannya maupun usaha yang memberikan dampak tertentu 

pada masyarakat ataupun peristiwa. Peter S Cleaves secara tegas menyatakan 

bahwa implementasi merupakan proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan 

langkah-langkah administratif dan politik. Grindle menambahkan bahwa proses 

implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran- 

sasaran yang bersifat umum diperinci ke dalam program aksi dan dana/biaya telah 

dialokasikan untuk mewujudkan tujuan ataupun sasaran tersebut. (Wahab, 

2008:176-180) 

Nugroho memaparkan dua pilihan langkah mengimplementasikan 

kebijakan publik. 

 

 

 
 

 

Bagan 2.2. Sekuensi Kebijakan Publik 

Program Kebijakan Publik 

Penjelas 
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Kebijakan publik dapat dimulai dari program, kemudian proyek, dan 

terakhir kegiatan yang dapat secara langsung memberikan pemanfaat 

(beneficiaries) kepada warga negara atau kebijakan publik membutuhkan penjelas 

sebelum dilanjutkan ke program, proyek dan kegiatan atau lazim disebut dengan 

peraturan pelaksanaan. (Setyawan,2017:92-93) 

Dalam pengimplementasian program mungkin banyak melibatkan aktor 

yang mempunyai kepentingan masing-masing dan berusaha untuk mencapainya 

melalui tuntutan-tuntutan dalam prosedur alokasi sumber. Dengan demikian apa 

yang diimplementasikan adalah hasil perhitungan kepentingan-kepentingan politik 

dari kelompok-kelompok yang saling berebut dan berinteraksi dalam 

kelembagaan tertentu. Oleh karena itu analisis program berarti menilai the power 

capabilities (kemampuan-kemampuan kekuasaan) dari para aktor yang terlibat, 

kepentingan-kepentingan mereka dan strategi-strategi yang ditempuh serta ciri-ciri 

rejim dimana mereka berinteraksi. (Wahab, 2008 : 187 ) 

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa impelementasi 

kebijakan publik adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan untuk menuju tujuan 

kebijakan yang telah disepakati oleh aktor-aktor pembuat kebijakan dan diperinci 

ke dalam program aksi. 

2.1.2.2. Model Implementasi Kebijakan Publik 

 

Menurut Donny (Setyawan, 2017 : 114) model implementasi kebijakan 

publik merupakan deskripsi sederhana mengenai aspek-aspek penting yang dipilih 

dan disusun sebagai upaya mengejawantahkan, meniru, menjelaskan, 

meramalkan, mencoba, dan menguji hipotesis implementasi kebijakan publik 
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untuk tujuan tertentu sehingga menjadi sederhana, jelas dan dapat dipahami 

dengan mudah. 

2.1.2.2.1. Model Van Meter dan Van Horn 

 

Model yang dikembangkan dua tokoh ini disebut A Model of the Policy 

Implementation Process, mengemukakan enam variabel penting yang tercakup 

dalam suatu proses implementasi, yaitu: 

a. Standar dan Sasaran Kebijakan 

 

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat 

direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan 

terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para 

agen implementasi. 

b. Sumber Daya 

 

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber 

daya manusia maupun sumber daya non manusia misalnya dana yang 

digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan. 

c. Komunikasi dan Penguatan Aktivitas 

 

Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan 

instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar 

instansi bagi keberhasilan suatu program. 

d. Karakteristik Agen Pelaksana 

 

Agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola- 

pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan 

mempengaruhi implementasi suatu program. 
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e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik 

 

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat 

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana 

kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi 

implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung 

atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan 

apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. 

f. Disposisi Implementator 

 

Ini mencakup tiga hal, yakni: 

 

- Respon implementator terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi 

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan 

- Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan 

 

- Intensitas disposisi implementator, yakni preferensi nilai yang 

dimiliki oleh implementator. (Winarno, 2002 : 155) 

2.1.2.2.2. Model Mazmanian dan Sabatier 

 

Dalam pandangan lain, model ini disebut dengan model A Frame Work for 

Implementation Analysis. Setyawan dalam Pengantar Kebijakan Publik mengutip 

Nugroho (2009:629) mengatakan bahwa Mazmanian dan Sabatier 

mengklasifikasikan proses implementasi ke dalam tiga variabel. 

a. Variabel independen, yaitu mudah-tidaknya masalah yang ada 

dikendalikan oleh hal-hal yang berkenaan dengan indikator masalah 

teori dan teknis pelaksanaan, keragamaan objek, dan perubahan seperti 

apa yang diinginkan. 
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b. Variabel intervening, yang meliputi dua bagian. Bagian pertama yaitu 

variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses 

implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, 

dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber biaya, 

keterpaduan hirarki di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari 

lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan 

dari pihak luar. Sedangkan bagian kedua adalah variabel di luar 

kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan 

dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan 

publik, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat 

pelaksana. 

c. Variabel dependen, yaitu tahapan implementasi dengan lima tahapan, di 

antaranya pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk 

disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, 

penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi 

atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut, ataupun 

keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. 

2.1.2.2.3. Model Hogwood dan Gunn 

 

Model ini diperkenalkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gunn. 

Menurut model ini implementasi kebijakan publik diperlukan beberapa syarat. 

Pertama, berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi 

pelaksana kebijakan tidak akan menimbulkan masalah besar. Kedua, berkenaan 

dengan tersedianya sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dewi Anggiati Siregar - implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019



19 
 

 

 

 

 

sumber daya alam, serta sumber daya waktu. Ketiga, berkenaan dengan perpaduan 

sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Keempat, berkenaan dengan 

keandalan hubungan kausal yang menjadi dasar implementasi kebijakan. Dalam 

arti kata bahwa implementasi kebijakan publik tersebut dapat menyelesaikan 

masalah yang hendak diselesaikan. Kelima, berkenaan dengan hubungan 

kausalitas yang terjadi. Asumsinya adalah semakin sedikit hubungan kausalitas 

(sebab-akibat) yang terjadi, implementasi kebijakan publik semakin tinggi 

hasilnya. Sebaliknya kebijakan publik yang memiliki hubungan kausalitas yang 

kompleks, maka semakin sederhana pula efektivitas keberhasilannya. Keenam, 

berkenaan dengan hubungan kebergantungan yang kecil. Asumsinya semakin 

kecil hubungan kebergantungan, maka semakin besar pula keberhasilannya, 

begitu sebaliknya. Ketujuh, berkenaan dengan pemahaman yang mendalam dan 

kesepakatan terhadap tujuan antar pembuat kebijakan. Kedelapan, berkenaan 

dengan perincian dan distribusi tugas-tugas dengan benar. Semakin baik tugas- 

tugas dirinci serta didistribusikan secara profesional, maka peluang keberhasilan 

dalam implementasi kebijakan publik semakin tinggi. Demikian sebaliknya, 

ketidakjelasan dalam rincian tugas-tugas serta pendistribusiannya, maka semakin 

kecil peluang keberhasilan implementasi kebijakan publik sehingga perlu dipilih 

mana yang harus diprioritaskan, mana yang tugas pokok, dan mana yang tugas 

pendukung dan pelengkap. Kesembilan, berkenaan dengan komunikasi dan 

koordinasi yang sempurna antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepuluh, berkenaan 

dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Konklusi dari paparan di atas adalah 
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bahwa model ini mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah 

pada praktik manajemen sistematis. (Setyawan, 2017:119) 

2.1.2.2.4. Model Grindle 

 

Setyawan (2017:123-124) mengutip dari pendapat Wibawa (1994) 

mengatakan bahwa model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 

implementasinya. Isi kebijakan tersebut meliputi : 1) Kepentingan yang 

terpengaruhi oleh kebijakan; 2) Jenis manfaat yang dihasilkan; 3) Derajat 

perubahan yang diinginkan; 4) Kedudukan pembuat kebijakan; 5) Pelaksana 

program; 6) Sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan konteks implementasi 

meliputi: 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; 2) 

Karakteristik lembaga dan penguasa; 3) Kepatuhan dan daya tanggap. 

2.1.2.2.5. Model George C. Edward III 

 

Empat faktor atau variabel kritis dalam mengimplementasikan kebijakan 

 

publik: 

 

a. Komunikasi 

 

Edward III (dalam Nugroho, 2012: 191) menjelaskan bahwa 

komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan 

dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan 

(policy implementors) yang nantinya informasi tersebut akan 

disampaikan ke kelompok sasaran untuk mendapatkan respon dari 

pihak-pihak terkait. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 

agar pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran mengetahui apa yang 
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harus dilakukan dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, dan 

kelompok sasaran kebijakan. 

Dalam mengimplementasikan kebijakan, pembuat kebijakan harus 

dapat menyampaikan kebijakan secara jelas, akurat dan konsisten 

sehingga implementator dapat mengerjakan perintah sesuai yang 

dikomandokan. Perintah-perintah implementasi yang tidak 

ditransmisikan, yang terdistorsi dalam transmisi, atau yang tidak pasti 

dan tidak konsisten dapat menciptakan kebingungan yang memberikan 

peluang kepada implementator untuk tidak mengimplementasikan 

kebijakan sesuai yang diperintahkan. Sebaliknya ukuran-ukuran yang 

terlalu akurat mungkin merintangi implementasi dengan perubahan 

kreativitas dan daya adaptasinya. 

b. Sumber Daya 

 

Edward III dalam Widodo (2010:98) menyebutkan bahwa sumber daya 

dalam pengimplementasian kebijakan meliputi sumber daya manusia, 

sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya 

kewenangan. 

c. Disposisi (Sikap dari Implementator) 

 

Sikap-sikap implementor akan dipengaruhi oleh berbagai pandangannya 

terhadap kebijakan masing-masing dan dengan cara apa mereka melihat 

kebijakan yang mempengaruhi kepentingan organisasional dan 

pribadinya. 
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d. Struktur Birokrasi 

 

Salah satu dari aspek struktur paling mendasar dari organisasi adalah 

Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP dapat menghemat waktu 

dalam pengambilan keputusan harian, juga memberikan keseragaman 

dalam berbagai tindakan pejabat pada organisasi kompleks dan yang 

tersebar luas. Namun SOP dapat merintangi implementasi kebijakan 

baru. Semakin banyak sebuah kebijakan memerlukan perubahan di 

dalam rutinitas sebuah organisasi, maka semakin besar probabilitas 

SOP yang merintangi implementasi 

Aspek kedua dari struktur birokrasi adalah fragmentasi yaitu pembagian 

tanggung jawab untuk sebuah kebijakan di antara unit-unit 

organisasional. Semakin banyak aktor dan dinas yang terlibat dengan 

kebijakan dan semakin saling bergantung keputusannya, semakin 

sedikit probabilitas implementasi berhasil.. Fragmentasi menyiratkan 

penyebaran tanggung jawab dan hal ini membuat koordinasi kebijakan 

menjadi sulit. (Tangkilisan, 2003 : 137 – 141) 

Adapun model implementasi kebijakan dari Edward III yang digunakan 

untuk menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di 

Pengadilan Negeri Binjai. 
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2.1.3. Aplikasi e-Court 

 

2.1.3.1. Dasar Hukum Aplikasi e-Court 

 

a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik 

 

Dasar hukum dikeluarkan PerMA tersebut adalah Reglement op de 

Burgerlijk Rechsyordering (Rv), Herziene Indonesisch Reglement (HIR), 

Rechtlsreglement voor de Buitengewesten (Rbg), Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya, Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan perubahannya, UU No. 31 

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang PTUN dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya, Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun pertimbangan 

dikeluarkannya PerMA tersebut adalah: 1) pengadilan berusaha mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana; 2) 

tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan 

administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi; 3) MA dapat 

mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan 

peradilan; 4) tuntutan survei kemudahan berusaha. Pada perMA tersebut 

diterangkan lingkup administrasi perkara elektronik yang berlaku bagi perkara 

perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem 

elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Peraturan 
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Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 pasal 5 ayat 3 dan pasal 25 telah 

mengamanatkan untuk membentuk ketentuan lebih lanjut, antara lain : 1) SK 

KMA Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tatakelola Pengguna 

Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan; 2) SK Dirjen Badilum Nomor 

271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara 

Elektronik; 3) SK Dirjen Badilag Nomor 1294/DJA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik; 4) SK Dirjen Badilmiltun 

Nomor 370/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan 

secara Elektronik. Salah satu instrumen dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

3 Tahun 2018 adalah dengan diluncurkan aplikasi e-Court pada 13 Agustus 2018 

oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. di 

Balikpapan. 

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara 

Elektronik 

 

Sebagai sebuah sistem baru, e-Court terus melakukan perbaikan dan 

perkembangan untuk mengatasi kendala-kendala yang belum dapat dituntaskan 

melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Pada tanggal 6 

Agustus 2019 Ketua Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2019 sebagai pengganti dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

3 Tahun 2018. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan 
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penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan 

diluncurkannya fitur terbaru yaitu e-litigation pada tanggal 19 Agustus 2019, 

bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke-74. Sejalan dengan 

dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia juga menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 

tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

secara Elektronik. 

Amran Suadi (2019:53-54) membandingkan antara Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2019. 

Tabel 2.1. Pengadilan secara Elektronik Versi Peraturan MA Nomor 1 Tahun 

2019 

Subyek Hukum Administrasi Perkara Persidangan secara Elektronik 

- Advokat 

- Jaksa Pengacara Negara 
- Biro Hukum 

Pemerintah/ TNI/ Polri/ 

Kejaksaan 

- Direksi/ Pengurus/ 

Karyawan yang 

ditunjuk oleh badan 

hukum 

- Kuasa Insidentil yang 

ditentukan oleh 

Undang-Undang 

- Pendaftaran gugatan/ 

permohonan/ keberatan/ 

bantahan/ perlawanan/ 

intervensi. 

- Penerimaan pembayaran 

panjar biaya perkara. 

- Penyampaian panggilan/ 

pemberitahuan 

- Penambahan dan 

pengembalian panjar biaya 

perkara. 

- Penyampaian gugatan/ 

permohonan/ keberatan/ 

bantahan/ perlawanan/ 

intervensi disertai bukti 

surat dalam bentuk 

dokumen elektronik. 

- Penyampaian jawaban 

disertai bukti surat dalam 

bentuk dokumen elektronik. 

- Penyampaian replik, duplik, 

dan kesimpulan. 

 - Penerimaan upaya hukum 

banding, kasasi dan PK 

(untuk perkara yang sudah 

dilaksanakan secara 

elektronik di tingkat 

pertama) 

- Penyampaian dan 

penyimpanan dokumen 

perkara 

- Pemeriksaan saksi dan ahli 

dapat dilaksanakan melalui 

telekonferensi, 

menggunakan infrastruktur 

pengadilan yang 

memungkinkan semua 

pihak berpartisipasi dalam 

sidang 

- Pengucapan 

putusan/penetapan 
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Tabel 2.2. Pengadilan secara Elektronik Versi Peraturan MA Nomor 3 Tahun 

2018 
 

Subyek Hukum Administrasi Perkara Persidangan secara Elektronik 

- Advokat - Pendaftaran 

gugatan/permohonan 

- Pembayaran panjar 

biaya perkara 

- Penyampaian panggilan 

- Penambahan dan 

pengembalian panjar 

biaya perkara 

- Penyampaian gugatan/permohonan 

perkara kontentius. 

- Penyampaian jawaban, replik, dan 

duplik dalam bentuk dokumen 

elektronik. 

 

2.1.3.2. Pengertian e-Court 

 

Berdasarkan Buku Panduan e-Court Tahun 2019 e-Court adalah sebuah 

instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal 

ini Pendaftaran Perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara 

elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara 

online, dan Persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan 

(replik, duplik, kesimpulan, jawaban). Untuk dapat menikmati layanan pengadilan 

tersebut, Pengguna harus memiliki akun e-Court. Saat ini hanya advokat yang 

dapat bisa menjadi Pengguna Terdaftar e-Court. Tetapi untuk pengguna terdaftar 

lain (Pengguna Insidentil) yang ingin beracara secara elektronik dari 

Perseorangan, Pemerintah atau Badan Hukum sudah bisa juga mengakses e-Court 

dengan melakukan pendaftaran melalui datang ke pengadilan setempat/tertuju 

untuk terdaftar dalam aplikasi e-Court. 

Pada dasarnya Pengguna Insidentil termasuk pengguna e-Court temporer. 

Penggunaan akun untuk pengguna insidentil hanya berlaku saat beracara secara 

elektronik untuk satu kali dan 14 hari setelah tanggal putusan user tidak bisa lagi 
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mengakses lagi data perkaranya. Untuk menggunakan kembali harus dilakukan 

aktivasi kebutuhan data yang berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran. 

Sebelum melakukan pendaftaran perkara, pengguna harus memiliki akun 

pada aplikasi e-Court. Register dilakukan melalui website e-Court Mahkamah 

Agung di https://ecourt.mahkamahagung.go.id Kemudian menekan tombol 

Register Pengguna Terdaftar. Selanjutnya akan muncul halaman pendaftaran 

akun pengguna sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2.1. Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar 

 
Untuk aktivasi akun, penguna terdaftar harus mendaftarkan email yang 

valid dan akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. 

Log In pada aplikasi e-Court dapat dilakukan pada tombol Login halaman 

pertama e-Court. 
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Gambar 2.2. Halaman Log In 

 

Setelah behasil login untuk pertama kali, pengguna terdaftar harus 

melengkapi data advokat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Berita Acara Sumpah, 

dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Pendaftaran akun berhasil dilakukan, namun 

untuk bisa beracara dengan menggunakan e-Court harus menunggu verifikasi dan 

validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat tersebut disumpah. 
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Gambar 2.3. Data Advokat Pendaftaran 

 

Pada dashboard e-Court terdapat sebuah beberapa kolom yang berisi 

informasi mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh Pengguna 

Terdaftar melalui e-Court, di antaranya informasi Info Perkara Gugatan, Info 

Perkara Bantahan, Info Gugatan Sederhana dan Info Perkara Pendaftaran 

Permohonan. Dari kesemua itu memiliki info masing-masing yaitu Perkara yang 

Berhasil Mendapatkan Nomor, Pendaftaran Sudah Dibayar, Pendaftaran Belum 

Dibayar, dan Total dari Keseluruhan Perkara sehingga bisa dijadikan pengingat 

untuk Pengguna Terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan. 
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Gambar 2.4. Dashboard Pengguna Terdaftar 

 

Setelah pengguna terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai 

advokat, maka berikutnya adalah pendaftaran perkara. 

a. Pendaftaran Perkara Online (e-Filling) 

 

Pendaftaran Perkara Online yang dimaksudkan dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 adalah pendaftaran untuk perkara 

gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohononan. 

Tahapan pendaftaran perkara melalui e-Court adalah sebagai berikut: 

 

1. Memilih Pengadilan 

 

Pengguna terpilih (advokat) memilih menu dari Pendaftaran Perkara 

dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara yaitu Gugatan 

Online, Bantahan Online, Gugatan Sederhana Online, dan 

Permohonan Online. Apabila advokat sudah memilih jenis perkara 

yang didaftarkan maka selanjutnya pilih Tambah Gugatan. 
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Gambar 2.5. Menu Dashboard Tambah Gugatan 

 

Pada dashboard bagian Pendaftaran terdapat filter status pembayaran 

yaitu status Sudah Dibayar, Belum Dibayar, dan Kadaluarsa sehingga 

memudahkan Pengguna untuk melihat status perkaranya. Ketika 

pengguna ingin menambahkan perkara sesuai dengan jenisnya, 

pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya. 

 

 
Gambar 2.6. Memilih Pengadilan Tempat Pendaftaran Perkara 
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2. Mendapatkan Nomor Register Online 

Pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor register online dan 

barcode. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam 

pendaftaran online melalui e-Court, tekan Tombol Daftar. 
 

 

Gambar 2.7. Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan 

 

3. Pendaftaran Kuasa 

 

Pengguna terdaftar atau advokat mengunggah Surat Kuasa. 
 
 

 
Gambar 2.8. Halaman Pendaftaran Surat Kuasa 
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4. Mengisi Data Pihak 

 

Pengisian data pihak yaitu penggugat, tergugat dan turut tergugat (jika 

ada) dengan memilih lokasi provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. 

Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan 

sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai 

ketetapan Ketua Pengadilan. 

 

 
Gambar 2.9. Mengisi Data Pihak 
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5. Mengunggah Berkas Gugatan 

 

Berkas gugatan dan persetujuan prinsipal diunggah dalam tahapan ini. 

 

 
 

Gambar 2.10. Halaman Upload Berkas Gugatan 

 

Ketika pengguna melakukan pengunggahan dokumen, jenis dokumen 

terdapat dua pilihan yaitu pdf dan doc/rtf, serta selain itu terdapat form 

template Persetujuan Prinsipal yang berarti menyatakan setuju dan 

bersedia beracara secara elektronik. Untuk bukti awal, bukti yang 

diunggah berbentuk PDF dan bila bukti tersebut lebih dari satu file, 

maka bukti tersebut dapat di-rar atau zip. 
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Gambar 2.11. Persetujuan Prinsipil 

 

b. Taksiran Panjar Biaya Perkara (Elektronik SKUM/e-SKUM) 

 

Selesai melengkapi data pendaftaran dan dokumen, pengguna terdaftar 

akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk e-SKUM 

yang digenerasikan otomatis oleh sistem Komponen Biaya Panjar dan 

Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Apabila dalam proses 

terdapat kekurangan biaya maka akan diberitakan tagihan untuk tambah 

biaya panjar. Sebaliknya apabila ada kelebihan biaya panjar akan 

dikembalikan kepada pihak yang mendaftar perkara. 
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Gambar 2.12. Komponen Taksiran Biaya Panjar 
 
 

 
Gambar 2.13. e-SKUM dari e-Court 

 

Ketika Pengguna telah mendapatkan e-SKUM untuk melakukan 

pembayarannya, selanjutnya user memilih tombol ‘Lanjut Pembayaran’. 

c. Pembayaran Panjar Biaya secara Elektronik (e-Payment) 

 

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM 

akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening 

virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. 
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Gambar 2.14. Pemberitahuan Email Virtual Account 

Setelah dilakukan pembayaran, otomatis status dari pendaftaran akan 

berubah. Berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan 

validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk mendapatkan nomor 

perkara. 
 

Gambar 2.15. Verifikasi Pendaftaran 
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Pengadilan akan mendapatkan notifikasi setelah pembayaran pendaftaran 

perkara. Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan 

dengan mendaftarkan perkara di Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

(SIPP) untuk mendapatkan nomor perkara dan melalui SIPP akan otomatis 

mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan 

SIPP. Pengguna terdaftar juga dapat memantau pendaftaran perkara yang 

dilakukan secara online pada detil verifikasi. 

 

 

Gambar 2.16. Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara 

 

Setelah mendapatkan Nomor Perkara, Pengguna Terdaftar menunggu 

pemanggilan dari Pengadilan yang dikirimkan melalui email. 

d. Panggilan secara Elektronik (e-Summons) 

 

Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapatkan nomor 

perkara dari yang telah didaftarkan tersebut maka Pengguna Terdaftar akan 

mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan 
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tempat pendaftaran perkara. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk 

pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir 

pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan untuk melakukan 

pemanggilan secara elektronik. 

 

 
Gambar 2.17 : e-Summons 

 

e. Persidangan secara Elektronik (e-Litigation) 

 

Pada e-Litigasi oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, 

dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan 

Tundaan Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan 

sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol 

(menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diunggah 

para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua 

belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh 

majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau men-download 

yang dikirim oleh pihak lawan. 
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Gambar 2.18. Persidangan Elektronik 

 
 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan 

permasalahan yang akan diteliti yaitu “Implementasi Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Binjai)”. Berikut 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain: 

a. Zil Aidi (2020), dengan judul “Implementasi e-Court dalam Mewujudkan 

Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien” yang 

menyimpulkan bahwa Penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Palembang 

dan Pengadilan Negeri Surabaya secara umum telah dapat menciptakan 

efisiensi dan efektifitas. Hal ini terlihat dengan digunakannya secara masif 

tiga fitur dari e-Court yaitu e-Filling, e-SKUM, dan e-Payment dan 

terbukti dapat mengurangi antrian pendaftaran perkara kedua PN tersebut. 
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Fitur e-Summons dan e-Litigation belum dapat terlaksana dikarenakan 

ketidaktahuan pengguna peradilan terhadap keuntungan menggunakan 

fitur tersebut. Selain itu untuk fitur e-Litigation masih dalam proses 

penyediaan infrastruktur pendukung oleh pengadilan. Keberadaan e- 

Summons sebagai salah satu fitur e-Court yang diatur dalam PERMA 

dalam kacamata tata peraturan perundang-undangan sebenarnya 

bertentangan dengan pengaturan mengenai panggilan yang sah dan patut 

menurut HIR dan RBG dikarenakan ketidaksetaraan antara HIR dan RBG 

dengan PERMA. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis 

penggunaan layanan e-Court (e-Filling, e-Payment, e-Summons dan e- 

Litigation) pada pengadilan negeri. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

penelitian sebelumnya dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus 

dimana jumlah perkaranya lebih banyak dan beragam daripada di 

Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB. 

b. Baiq Paridah (2020) dengan judul “Implementasi dan Dampak e-Court 

(Electronic Justice System) terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian 

Perkara di Pengadilan Negeri Selong” yang menyimpulkan bahwa e-Court 

telah memberikan kemudahan bagi para Advokat, diantaranya adalah 

pendaftaran perkara tanpa harus datang ke pengadilan serta keamanan data 

yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah menganalisis penggunaan layanan e-Court (e-Filling, 

e-Payment, e-Summons dan e-Litigation) pada pengadilan negeri kelas IB. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya hanya 
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menganalisis dampak e-Court terhadap advokat, sedangkan penelitian ini 

menganalisis implementasi e-Court yang berdampak tidak hanya pada 

advokat, tetapi juga masyarakat umum yang mendaftarkan perkara 

perdata tanpa didampingi pengacara. 

c. Ana Nurhayati (2020) dengan judul “Peran Aplikasi e-Court di Pengadilan 

Agama dalam Mewujudkan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan 

Biaya Ringan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung)” yang 

memiliki tiga kesimpulan di antaranya proses penyelesaian perkaranya 

yang spontan dan tuntas dimana merupakan manifestasi dari asas 

sederhana, cepat dan biaya ringan. Hambatan pelaksanaan Peraturan MA 

RI Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Trenggalek kurangnya sosialisasi 

e-Court sehingga masyarakat belum mengetahuinya. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah menganalisis hambatan dalam penerapan e-Court. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah locus penelitian 

sebelumnya di pengadilan agama sementara penelitian saat ini dilakukan 

di pengadilan negeri yang mana jenis perkara perdata pada pengadilan 

negeri lebih bervariasi dibandingkan pengadilan agama. 

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, 

perbedaan pada penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik 

(Studi di Pengadilan Negeri Binjai) menggunakan perspektif administratif dengan 
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Struktur Birokrasi 
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Sumber Daya 

Komunikasi 

Implementasi Peraturan Mahkamah 
Agung No 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara dan 
Persidangan di Pengadilan secara 

Elektronik 

Tercapainya Peradilan yang 

sederhana, cepat, dan biaya 

ringan 

 

 

 

 

menggunakan Teori Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang 

belum pernah digunakan pada penelitian terdahulu. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

 

Uma Sekaran mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. (Sugiyono, 2011 : 60) 

 

 

Bagan 2.3. Kerangka Pemikiran 

Kendala-Kendala 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang ada pada saat 

penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan 

keadaan dari obyek penelitan yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya 

dan mencoba menganalisis untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data 

yang diperoleh. (Danin, 2002 : 41). 

 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai, Jl. Gatot Subroto No. 

77, Kel. Limau Mungkur, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai. Alasan memilih 

Pengadilan Negeri Binjai sebagai lokasi penelitian karena PN Binjai tertinggal 

dalam penerapan e-Court. Hal ini sesuai dengan statistik penggunaan e-Court per 

Juli 2020 yang telah dijabarkan pada latar belakang dimana penggunaan e-Court 

di Pengadilan Negeri Binjai merupakan 3 (tiga) terendah dibandingkan dengan 

pengadilan negeri setingkat lainnya, 

Padahal berdasarkan peta wilayah kota Binjai merupakan suatu wilayah di 

Sumatera Utara yang memiliki letak strategis yaitu dekat dengan kota Medan 

sebagai ibukota Sumatera Utara dengan jarak ± 30 km dari pusat Kota Medan. 

Jarak antara Pengadilan Negeri Binjai dengan Pengadilan Tinggi Medan pun 
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terbilang dekat, yaitu hanya ±25 km. Dengan jarak seperti itu seharusnya 

memudahkan Pengadilan Negeri Binjai berkonsultasi dengan Pengadilan Tinggi 

Medan. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengetahui seberapa besar 

antusias Pengadilan Negeri Binjai menerapkan program yang telah dicanangkan 

oleh Mahkamah Agung. 

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Juli 2020 – Agustus 

 

2020. 

 
 

3.3. Informan Penelitian 

 

Menurut Suyanto ( 2005 : 171 ) informan penelitian meliputi : 

 

1. Informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan 

memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam 

interaksi sosial yang diteliti. 

3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. 

 

Dari uraian di atas, maka informan dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Informan kunci penelitian ini adalah Pimpinan Pengadilan Negeri Binjai. 

 

2. Informan utama dalam penelitian ini adalah Koordinator PTSP/Hakim dan 

Petugas e-Court di Pengadilan Negeri Binjai 

3. Informan Tambahan adalah Pengguna Terdaftar e-Court yang beracara di 

Pengadilan Negeri Binjai dan pengguna lainnya. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Menurut Sugiyono (2021:105) secara umum terdapat empat teknik 

pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan), interview (wawancara), 

dokumentasi dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini Peneliti menggunakan 
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teknik pengumpulan data triangulasi yang merupakan gabungan dari teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi (Pengamatan) 

 

Pada penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif 

moderat. Menurut Sugiyono (2021:108) dalam observasi ini peneliti dalam 

mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi 

tidak semuanya. 

2. Wawancara 

 

Pada penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah wawancara semiterstruktur (semistructure interview). Menurut 

Sugiyono (2021:115) jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth 

interview. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta 

pendapat dan ide-idenya. 

3. Dokumen 

 

Menurut Sugiyono (2021:124) dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

 

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, maka dilakukan analisis 

data dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah 

dan menyusunnya dalam satuan-satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap 

berikutnya dan memeriksa keabsahan serta menafsirkannya dengan analisis sesuai 
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dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. 

(Moleong, 2006 : 274) 

Menurut Miles dan Huberman (Afrizal, 2017 : 178) terdapat beberapa 

langkah yang harus dilalui dalam melakukan analisis data yaitu: 

1. Kodifikasi Data 

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodingan terhadap data 

dengan memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. 

Caranya peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang dibuat. 

Setelah itu peneliti memilah informasi yang penting dan yang tidak 

penting dengan memberikan tanda, memasukkannya ke dalam 

kategori atau tema. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

2. Penyajian Data 

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dimana peneliti menyajikan data 

temuan penelitian berupa kategori. Dalam menyajikan data penelitian, 

Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matrik atau 

diagram dibandingkan cara naratif karena penyajian data dengan 

diagram dan matrik dianggap lebih efektif. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Untuk 

membuktikan keshahihan interpretasi, peneliti mengecek ulang proses 

koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan 

yang dilakukan. 

 
 

3.6. Definisi Konsep 

 

Menurut Singarimbun (1995:43) Konsep yaitu istilah dan definisi yang 

digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau 

individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti 

diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan 

satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan lainnya. 
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Adapun definisi konsep dari penelitian ini adalah: 

 

1. Kebijakan Publik adalah apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menyangkut tujuan ataupun 

sasaran dari program-program pelaksanaan peraturan dalam mengatasi 

masalah yang ada di masyarakat. 

2. Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan 

untuk menuju tujuan kebijakan yang telah disepakati oleh aktor-aktor 

pembuat kebijakan dan diperinci ke dalam program aksi. 

3. E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara 

secara online (e-Filling), pembayaran secara online (e-Payment), 

pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summons), dan 

persidangan secara elektronik (e-litigation). 

 

3.7. Definisi Operasional 

 

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George 

Edward III, diukur dengan indikator sebagai berikut. 

1. Komunikasi, mencakup : 

 

a. Kejelasan transmisi (penyampaian pesan) 

 

b. Kejelasan perintah 

 

c. Konsistensi 

 

2. Sumber daya mencakup: 

 

a. Ukuran staf dan keahlian yang diperlukan 

 

b. Anggaran; 

 

c. Kewenangan bersifat formal 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dewi Anggiati Siregar - implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019



49 
 

 

 

 

 

d. Fasilitas yang memberikan pelayanan 

 

3. Disposisi, mencakup: 

 

a. Pengangkatan Birokrasi; 

 

b. Kecukupan insentif bagi implementor 

 

4. Struktur Birokrasi, mencakup: 

 

a. Ketersediaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) 

 

b. Fragmentasi (Pembagian tanggung jawab untuk sebuah kebijakan di 

antara unit-unit organisasional) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

 

Salah satu asas penting dalam pelayanan peradilan adalah tercapainya 

proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan amanah 

dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Untuk mewujudkan asas tersebut, Mahkamah Agung terus berinovasi 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dalam mengakses layanan peradilan. E-Court (Electronic Justice 

System) merupakan manifestasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik sebagai 

terobosan dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Kemudian Peraturan Mahkamah Agung tersebut disempurnakan dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sehingga tercipta layanan 

persidangan secara elektronik atau disebut dengan e-Litigation. Dengan adanya e- 

Court penyelesaian perkara tanpa berbelit-belit, waktu penyelesaian yang tidak 

berlarut-larut serta dapat menekan biaya sehingga dapat dijangkau masyarakat. 

Selain itu, dengan e-Court dapat mengurangi interaksi antara pengguna layanan 

peradilan dengan hakim dan aparatur pengadilan dapat meminimalisir terjadinya 

kemungkinan penyimpangan etik ataupun pelanggaran hukum. 
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Berdasarkan uraian dan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di 

uraikan pada bab sebelumnya, maka berikut kesimpulan untuk menjawab rumusan 

masalah, yaitu: 

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik di 

Pengadilan Negeri Binjai berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Model 

Edward III yang mencakup 4 (empat) indikator, yaitu komunikasi, sumber 

daya, disposisi dan struktur birokrasi yang diuraikan sebagai berikut. 

a. Komunikasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik ini sudah berjalan cukup baik. Mahkamah 

Agung telah mensosialisasikan e-Court melalui sosialisasi dan uji coba e- 

Court. Begitu pula Pihak Pengadilan Negeri Binjai telah mengupayakan 

berbagai metode baik offline maupun online dalam mensosialisasikan e- 

Court di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Binjai. Petugas e-Court 

memaparkan kepada advokat dengan jelas dan solutif. Namun terdapat 

kendala Pelaksana Pengadilan Negeri Binjai belum dapat menerapkan e- 

Court secara komprehensif dikarenakan agenda pembuktian masih harus 

dilaksanakan di ruang sidang. 

b. Sumber Daya dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

secara Elektronik ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya 

anggaran, sumber daya kewenangan, dan sumber daya fasilitas. 
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Berdasarkan peta jabatan Pengadilan Negeri Binjai (per Januari 2020), 

jumlah Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Binjai adalah 45 orang 

dengan uraian tingkat jabatan: Ketua berjumlah 1 (satu) orang, Hakim 

berjumlah 4 (empat) orang, Panitera berjumlah 1 (satu) orang, Sekretaris 

berjumlah 1 (satu) orang, Panitera Muda berjumlah 3 (tiga) orang, 

Kepala Sub Bagian berjumlah 2 (dua) orang, Panitera Pengganti 

berjumlah 17 (tujuh belas) orang, Juru Sita / Juru Sita Pengganti 

berjumlah 5 (lima) orang, dan Staf berjumlah 11 (sebelas) orang. Pada 

saat penghitungan Analis Beban Kerja PN Binjai Tahun 2020, jumlah 

staf yang dibutuhkan adalah 17 orang, sementara jumlah staf yang 

tersedia hanya 11 orang. Itu berarti Pengadilan Negeri Binjai memiliki 

kekurangan staf sebanyak 6 orang. Hal ini berbanding terbalik dengan 

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Binjai berjumlah 17 orang, 

sementara hasil dari penghitungan Analis Beban Kerja adalah 13 orang. 

Ini menunjukkan ada kelebihan 4 orang Panitera Pengganti di Pengadilan 

Negeri Binjai. Sementara itu Jurusita yang dibutuhkan Pengadilan Negeri 

Binjai hanya 2 orang, namun yang tersedia ada 2 orang Jurusita dan 3 

orang Jurusita Pengganti sehingga terdapat kelebihan kuantitas jabatan 

Jurusita sebanyak 3 orang. Untuk itu Panitera Pengganti dan Jurusita 

diperbantukan di ruangan, salah satunya sebagai Petugas e-Court. 

Implementasi e-Court menjadi program prioritas Mahkamah Agung 

sehingga penyerapan anggaran untuk e-Court lebih diutamakan, bukan 

hanya untuk teknologi informasi saja, tetapi juga untuk sarana dan 

prasarana serta sumber daya manusianya. Seperti misalnya Pengadilan 
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Negeri Binjai yang meningkatkan kecepatan internet demi optimalisasi 

terlaksananya administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di 

Pengadilan Negeri Binjai. Dalam hal kewenangan, Pimpinan telah 

menetapkan Petugas e-Court dan mendirikan Pojok e-Court sebagai 

bagian terintegrasi dari PTSP. Adapun fasilitas yang dibutuhkan untuk 

mendukung terlaksananya e-Court di Pengadilan Negeri Binjai telah 

tersedia di Pengadilan Negeri Binjai. 

c. Disposisi dalam implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik ini sudah berjalan baik. Pengangkatan 

Birokrasi sudah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri 

Binjai. Namun Petugas e-Court tidak memiliki insentif khusus. 

d. Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ini sudah berjalan baik. 

Pengadilan Negeri Binjai sudah memiliki Standard Operational 

Procedure (SOP) e-Court. Ditambah lagi fragmentasi telah terdispersi 

dengan baik. Keseluruhan unit organisasi mengetahui job descriptions 

masing-masing dan turut berkontribusi dalam terselenggaranya 

administrasi dan persidangan secara elektronik. 

2. Kendala-kendala dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

secara Elektronik di Pengadilan Negeri Binjai, yaitu : 
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a. Pemberdayaan staf yang belum maksimal dan tepat sasaran; 

 

b. Masih ada pihak yang belum ingin menyesuaikan dengan tata 

administrasi perkara dan persidangan secara elektronik; 

c. Kendala-kendala teknis seperti sulitnya terhubung ke akun e-Court, 

bukti-bukti surat yang melebihi kapasitas (overcapacity), dan notifikasi 

yang tidak terbaca dengan cepat. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Binjai, Peneliti memberikan 

beberapa Saran, yaitu: 

a. Memaksimalkan staf yang tersedia dengan tepat. Staf IT dapat menjadi 

opsi dikarenakan paling mengerti teknologi dan dapat stand by di Meja 

PTSP; 

b. Pengadilan memberikan reward untuk Pengacara yang paling banyak 

mendaftarkan perkara secara e-Court atau merchandise bagi setiap 

pendaftaran e-Court. 

c. Notifikasi e-Court yang terhubung ke nomor handphone melalui SMS dan 

Whatsapp. Aplikasi e-Court tersedia di Play Store dapat juga dijadikan 

alternatif untuk kemudahan mengakses e-Court. 
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TEKNIK PENGUMPULAN DATA DENGAN TRIANGULASI 

 
 

Pengumpulan Data (Data Collection) 

 

1. Observasi 
 

 

Keterangan : Petugas e-Court membantu mendaftarkan perkara gugatan 
 

 

 

Keterangan : Peneliti mengamati Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) 
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2. Wawancara 

 

Wawancara dengan Pimpinan Pengadilan Negeri Binjai yaitu Bapak 

M. Nazir, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Binjai) 
 

 

1. Sudah berapa kali sosialisasi e-Court dari Mahkamah Agung ke 

Pengadilan Negeri Binjai? 

Ada, tahun 2019 lalu. 

 

2.Sudah berapa kali sosialisasi e-Court dari Pengadilan Negeri Binjai ke 

Advokat dan Masyarakat? 

Sosialisasi ke pengacara ada, tapi sosialisasi ke masyarakat yang tidak ada. 

Karena kan biaya tinggi. Kita menunggu momen misalnya ada sosialisasi 

penerangan hukum dari pemko ke masyarakat, kita nebeng disitu. Dari 

pihak bank juga bisa sebagai donatur. Tapi kayaknya disini gak jalan juga. 

Jadi sosialisasinya kurang. 
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3. Adakah persidangan secara e-litigation? 

 

Ada, 1 kali. 

 

4. Adakah pendaftaran e-Court melalui pengguna lainnya? 

 

Belum ada. 

 

5. Memungkinkah agenda pembuktian (surat dan saksi) dilaksanakan secara 

e- Court? 

Memungkinkan, tapi kembali lagi ke majelisnya. Hakim-hakim 

pengadilan Indonesia belum ada kata sepakat mengenai pembuktian surat. 

Bukti surat asli harus ditunjukkan ke majelis dan pihak lawannya secara 

langsung. 

6. Efektifkah Petugas e-Court adalah seorang Panitera Pengganti? 

 

Bagaimana jika Petugas e-Court tersebut melakukan sidang? 

 

Sehubungan dengan keadaan jumlah pegawai yang tidak memungkinkan, 

maka tugas-tugas tersebut dibebankan kepada pegawai yang merangkap 

jabatan. Tapi sebenarnya tidak bisa (Panitera Pengganti menjadi Petugas e- 

Court), karena pegawai PTSP tidak bisa meninggalkan tempat, yang staf 

itu harusnya, tapi tidak ada lagi yang bisa. 

7. Berapa persen anggaran untuk e-Court di PN Binjai? Dianggarkan untuk 

apa saja? 

Tidak ada anggaran khusus yang digunakan dan tidak ada tercantum di 

Rincian Kertas Kerja. Untuk ATK perdata dibebankan kepada para pihak. 

Kalau internet itu kan dana dari kesekretariatan, komputer juga. 
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8. Pada Rincian Kertas Kerja, terjadi peningkatan layanan internet hingga 3 

kali lipat pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Mengapa bisa sebesar itu 

selisihnya, Pak? 

Pada tahun 2019 pertengahan ada surat dari Kabiro Perencanaan dan 

Organisasi Badan Urusan Administrasi untuk melakukan peningkatan 

jaringan internet demi mendukung pelaksanaan e-Court. Untuk lebih 

jelasnya bisa ditanyakan ke bagian IT. 

9. Sudah adakah Kewajiban untuk pendaftaran perkara dan persidangan 

melalui e-Court di PN Binjai? Mengapa? 

Kewajiban belum ada. Kalau ada sifatnya kewajiban, kita gak boleh 

terima manual, harus e-Court semua. Misalnya ada masyarakat yang 

mau mendaftar perkara tanpa didampingi pengacara, kan harus ada 

email. Kendalanya itu kalau kita paksakan untuk e-Court. Masyarakat 

yang pengetahuan IT nya kurang, kan gak bisa menolak (daftarkan 

manual). Jadi “wajib” itu tidak, karena kita masih menerima manual. 

Seiring berjalannya waktu, kalau masyarakatnya sudah oke. Rata-rata 

pengacara yang menggunakan e-Court. Saat ini pilihan untuk 

beradministrasi perkara dan persidangan secara e-Court di Pengadilan 

Negeri Binjai berada pada para pihak karena tidak semua pihak 

menguasai teknologi dan juga belum dapat menyesuaikan dengan tata 

cara persidangan dengan e-Court. 
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10. Bagaimana fasilitas e-Court di PN Binjai? Adakah Kendala? 

 

Fasilitasnya di Pengadilan sudah oke. Komputer, scanner, printer, internet 

sudah ada. 

11. Mengapa pembiayaan biaya panjar hanya dilakukan melalui 1 Bank 

yaitu Bank BRI? 

Sampai sekarang kita kan kita masih ada MOU dengan BRI, harus ada 

laporan pertanggungjawaban. Sisa saldo kan harus nol. Kalau banyak bank 

nanti, repot jadinya. Register juga jadi banyak pertanggungjawaban. 

12. Biaya sisa panjar mengapa tidak dikirim melalui rekening tapi harus 

diambil ke Pengadilan ? 

Selesai sidang putusan, majelis hakim memerintahkan agar biaya sisa 

panjar segera diambil. Kalau nanti dikirim, pertanggungjawaban 

administrasi manual kan tidak hanya sekedar slip, tapi ada blanko 

permohonan dan pengembalian uang. Kalau tidak diambil, harus disurati 

karena lewat 6 bulan, bisa menjadi milik negara. Agak repot juga harus 

dikirim melalui rekening, karena harus ke bank. Rekeningnya tidak ada 

ATM, jadi tidak bisa dari mesin EDC. Nanti kalau pakai ATM, bisa 

disalahgunakan. 

13. Sudah adakah SOP pendaftaran perkara dan persidangan secara e-Court? 

 

Sudah ada SOP pendaftaran perkara e-Court sampai pemanggilan sidang 

namun untuk persidangan e-Court belum ada saya rasa. 
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14. Bagaimana pembagian peran setiap unit kerja dalam pelaksanaan e- 

Court ini, Pak? 

Setiap unit organisasi adalah satu kesatuan yang tidak bisa 

terpisahkan dalam mencapai tujuan organisasi, begitu juga untuk 

pengimplementasian Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan 

revisi dari Perma Nomor 3 Tahun 2018. Jika Perma Nomor 3 Tahun 

2018 hanya menjelaskan aturan tentang administrasi perkara di 

pengadilan, akan tetapi di Perma Nomor 1 Tahun 2019 juga 

dijabarkan aturan mengenai persidangan elektronik sehingga 

cakupan unit kerja yang harus saling bekerjasama menjadi lebih luas. 

Yang awalnya hanya di bagian kepaniteraan perdata, sekarang 

bersinggungan pula dengan hakim sebagai figur sentral dalam 

persidangan. Tidak hanya itu, bagian kesekretariatan juga berperan 

dalam penerapan e-Court ini. Seperti bagian IT yang 

bertanggungjawab menjaga kestabilan koneksi internet, bagian 

Umum dan Keuangan yang menyediakan peralatan yang diperlukan, 

juga Bagian Kepegawaian yang membuat konsep Surat Keputusan 

tentang Penunjukan Petugas e-Court. Jadi setiap unit organisasi 

mempunyai andil dan peran dalam menciptakan pelayanan prima di 

Pengadilan Negeri Binjai. 
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Wawancara dengan Koordinator PTSP yaitu Bapak Dedy, S.H. 

(Hakim Pengadilan Negeri Binjai) 
 

 
 

1.Apa ada kendala-kendala di Pengadilan Negeri Binjai dalam penerapan e- 

Court? 

Kendala-kendalanya seperti pengetahuan hukum masyarakat, penggunaan 

IT di Kota Binjai. Masih ada masyarakat yang belum punya email 

misalnya. 

2. Apakah Bapak setuju jika persidangan dilakukan secara e-Court? 

 

Setuju, karena beban pembuktiannya formil. Hakim bersifat pasif. Para 

pihak yang aktif membuktikan itu. Selain itu beban biaya ada para pihak. 

Dengan diterapkannya e-Court, masyarakat pencari keadilan menanggung 

biaya yang lebih murah. 
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3. Menurut Bapak, efektif tidak seorang Panitera Pengganti menjadi Petugas 

e-Court? 

Fungsi utama pada pengadilan yaitu Hakim, Jurusita dan Panitera 

Pengganti tidak seharusnya menjadi petugas e-Court”. Idealnya yang 

menjadi Petugas e-Court adalah staf. Akan tetapi, jumlah staf di 

Pengadilan Negeri Binjai masih kurang dari yang seharusnya. Hal ini 

tidak hanya menjadi masalah di PN Binjai, tapi juga di pengadilan- 

pengadilan lainnya. Oleh karena itu, Panitera Pengganti dan juga 

Jurusita diperbantukan di bagian administrasi. Pimpinan memilih Pak 

Rizal jadi Petugas e-Court bukan tanpa pertimbangan. SDM yang 

tersedia minim dan Pak Rizal yang paling cocok sebagai Petugas e- 

Court secara kualifikasi Beliau good looking, latar belakang pendidikan 

sebagai Sarjana Hukum. Ke depannya, karena jumlah staf sudah 

bertambah dengan PNS baru, maka bisa dilakukan perombakan mana 

yang lebih sesuai. 

4. Menurut Bapak, apa saja manfaat dari diterapkannya e-Court di 

pengadilan tingkat pertama? 

Manfaatnya diantaranya memangkas waktu, mengurangi tatap muka 

sehingga mengurangi suap, dan mengurangi biaya relaas. 
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Wawancara dengan Petugas e-Court yaitu Bapak Rizal Efendi Harahap, S.H. 

(Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Binjai) 
 

 
 

1. Sekarang e-Court tidak hanya untuk pengacara aja ya Pak? 

 

Iya, pengguna terdaftar namanya advokat. Pengguna lain bisa masyarakat, 

pemerintah, badan hukum, kejaksaan dalam perkara perdata. 

2. Untuk pengguna lain syaratnya apa saja sehingga dapat mendaftar 

perkara secara e-Court? 

Banyak. Kalau masyarakat KTP sama nomor rekening. Kalau badan 

hukum SK Pegawai, surat kuasa khusus sama surat tugas. Kalau 

pemerintah kartu pegawai surat kuasa dan KTP. Kalau kejaksaan kartu 

pegawai, surat kuasa sama KTP. Oh iya. Satu lagi namanya kuasa 

insidentil. Nah syaratnya harus ada KTP sama surat penetapan dari Ketua 

Pengadilan Negeri. 
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3. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang e-Court, Bapak bertanya ke 

siapa? Pengadilan Tinggikah atau MA kah? 

Jika ada yang ingin ditanyakan maka bertanya ke satgas e-Court MA. 

 

4. Petugas e-Court tugasnya apa saja? 

 

Petugas e-Court bertugas untuk membantu pendaftaran, pendaftaran 

gugatan, gugatan sederhana, bantahan dan permohonan serta membantu 

apabila pencari keadilan menghadapi kendala dalam melakukan 

pendaftaran melalui e-Court atau bersidang secara elektronik/e-litigasi 

maupun pendaftaran e-Court upaya hukum banding online. 

5. Adakah perkara perdata yang didaftarkan e-Court sampai memasuki 

tahap e-Litigation? 

Ada tentang gugatan perceraian. 

 

6. Apakah seluruh bukti surat di awal wajib dimasukkan ke e-Court? 

 

Pengantarnya aja bisa. Bukti surat yang sangat banyak contoh sampai 500 

lembar pas diupload akan mengalami kendala. Nanti pas pembuktian 

saksi dibawa aslinya, biar dicocokkan. 

7. Ada masalah-masalah lain tidak Pak dalam penggunaan e-Court? 

 

Masalah redaksi. Data para pihak yang diisi penggugat melalui e-Court 

sering salah atau tidak sesuai dengan dokumen dan tidak bisa diedit oleh 

advokat. Hanya petugas e-Court yang bisa mengubah. Nah, untuk 

mengubah tersebut harus konfirmasi lagi ke orangnya. 
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8. Pernah tidak Bapak mengikuti bimbingan teknis tentang e-Court? 

 

Pernah. Pengadilan Tinggi Medan mengadakan sosialisasi dan uji coba e- 

Court tahun 2019 untuk pengadilan se-SUMUT dan advokat. Narasumber 

dari Mahkamah Agung 

9. Bagaimana mendaftarkan perkara perdata melalui e-Court tanpa 

pengacara? 

Harus datang menemui Petugas e-Court. Petugas e-Court akan 

membuatkan akun lalu memverifikasi akun dan mendaftarkan perkara 

melalui e-Court. 

10. Adakah insentif yang Bapak terima sebagai Petugas e-Court? 

 

Tidak ada 

 

11. Apakah Pengadilan Negeri Binjai memiliki SOP e-Court? 

 

Ada. 

 

12. Kalau e-Payment, ada berapa rekening yang digunakan Pak? 

 

Hanya 1, yaitu BRI. 
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Wawancara dengan Pengacara yaitu Bapak Candoro Tua Manik, S.H. 

(Pengacara dari Kantor Hukum Candoro Tua Manik, S.H. and Partners) 
 

 

1. Bapak lebih suka mendaftarkan perkara melalui e-Court atau manual 

melalui PTSP? 

E-Court, karena lebih murah biayanya daripada penghitungan kasir. 

 

2. Ada kendala dalam penggunaan e-Court? 

 

Log in agak susah. Misalnya Ku buka gugatan online, ku buka dia, log in 

lagi, Kak. Begitu juga ketika daftar atau memasukkan bukti-bukti surat. 

Sering keluar, masukin lagi. Terus bukti surat dalam persidangan. Banyak 

kali yang harus di-upload, Kak. Gak bisa, Kak. Gak muat. Makanya 

kadang hanya pengantar suratnya saja, Kak. Dan harus 2-2 diupload,Kak. 

Yang word dan pdf. Udah di scan, di-upload lagi. Terus misal terjadi 

kesalahan di dalam nama gugatan. Kalau perbaikan gugatan secara e- 
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Court, harus sidang pertama. Gak bisa diperbaiki, harus pas sidang 

pertama. Kecuali Petugas e-Court nya yang memperbaiki. 

3. Udah berapa pendaftaran perkara yang didaftarkan secara e-Court? 

 

Total perkara ada 4. Permohonan 1, Gugatan 3. 

 

4. Bagaimana kinerja Petugas e-Court menurut Bapak? 

 

Bagus kak. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Petugas e- 

Court saya rasa sudah cukup jelas. 

5. Apa manfaat e-Court yang Bapak rasakan? 

 

Satu sisi sebagai pengacara lumayan kak biayanya. Jadi ada lah masuk 

sisa-sisa ke kantong kita ya. Tapi kenapa biaya sisa panjar harus ambil 

langsung ya kak, gak langsung masuk ke rekening kita? 

6. Terdaftar tidak di Grup Whatsapp e-Court PN Binjai? 

 

Terdaftar, Kak. tapi gak berjalan. Awal-awalnya aja digunakan untuk 

mengenalkan e-Court, ada tanya jawab. Tapi setelah itu gak ada lagi, Kak. 

Bahkan ketika Perma nomor 1 tahun 2019 dikeluarkan, tidak ada 

sosialisasi ke Grup Whatsapp-nya. Udah ada juga yang meninggalkan grup 

kak, karena memang gada aktivitas lagi di grup” 

7. Ketika Bapak mendaftarkan secara e-Court, apakah dari pihak 

pengadilan yang menawarkan? 

Dari pihak pengadilannya kak. Kan pengadilan juga perlu memenuhi 

standar, bahwa pernah ada yang daftar e-Court di Pengadilan Negeri 

Binjai. Makanya kami ditawarkan mendaftar e-Court. Lagipun e-Court 

lebih murah biayanya. 
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8. Sepengetahuan Bapak, disini diwajibkan tidak e-Court? 

 

Tidak. Karena ada yang tua-tua tidak mengerti teknologi. Pengacara ini 

kak yang muda-muda yang banyak e-Court. Yang tua-tua megang 

komputerpun udah malas. Karena repot, scan-scan itu kak. Katanya biaya 

murah kak. Kalau kita mengajukan bukti suratnya banyak kak, kita scan 

per lembar. Berapa biaya scan. Harus ada scan pribadi. Kapasitasnya juga 

kak. Jadi terakhirnya waktu itu scan kepala-kepalanya (pengantar surat) 

aja kak. 

9. Apakah dari pihak Pengadilan ada menawarkan atau menjelaskan 

tentang e-Litigation? 

Iya, ada. Tapi pada sidang saksi wajib datang. Kalau surat menyurat e-Court ini 

kak. Masi semi kak. 

10. Untuk sidang saksi, kan masi bisa video call Pak? 

 

Untuk saya pribadi sebagai penasehat hukum. Ketika kita bertanya kepada 

saksi secara virtual, kurang puas, ntah di bawah tekanan dia. Kan kita gak 

nampak di sampingnya. Beda marwahnya ketika di tengah sidang kak. 

Apalagi sudah disumpah. Itu siapa yang nyumpah dia kak. Kan kalau di 

ruangan gitu kak, nampak kalau berbohong. 

11. Jadi advokat kurang setuju jika sidang saksi secara virtual? 

 

Gak kak. Sidang online ini aja banyak advokat tidak setuju. Nanti pas kita 

tanya gak dengar. Kan gak nampak juga kalau ada yang ajarin. Makanya gak 

bisa sepenuhnya e-Court itu kak. Semi-semi bisa lah. 
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12. Menurut Bapak, alasan mengapa masih ada advokat yang daftar 

konvensional? 

Masih ada advokat yang belum melek teknologi, faktor usia. Selain itu 

pengadilan yang jauh-jauh, jaringan kurang. Kan susah masuk emailnya. Ada 

kejadian kayak gitu kak. Rupanya sidangnya sudah habis. Gugurlah gugatan. 

Kok gak dipanggil-panggil sidang. Harus cek email. Gak nyambung langsung 

ke handphonenya. Trus kak gak selamanya pengacara ini materinya ada, ada 

yang betul-betul bantu orang gak mampu kalilah kak. 

13. Ada saran tidak untuk penyempurnaan e-Court Pak? 

 

Kalau bisa aplikasi e-Court ada di Play Store. Biar ada langsung 

pemberitahuan. Kalau di email kan harus dibuka kak, kadang tertimpa gitu 

jadi gak tahu ada email. Terus terkait sisa biaya panjar itu kak, biar dikirim ke 

nomor rekening pihak. 
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3. Dokumen 

a. Sosialisasi e-Court 
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b. Screenshot Whatsapp Group e-Court 
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C. Analisis Beban Kerja PN Binjai (Per Januari 2020) 
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D. Peta Kekuatan Pegawai Pengadilan Negeri Binjai (Per Januari 2020) 
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E. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai tentang 

Penunjukkan Petugas e-Court Pengadilan Negeri Binjai 
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F. Pojok e-Court (e-Court Corner) 
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